BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR /7 TAHUN 2019
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menimbang : a.

Mengingat

[a—y

TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Blupati tentang
Penjabaran Fertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republikhlndonesia Nomor 4060),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Neoraor 4256
Undang-Undang Nomor | Tabus 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubak
Indonesia Tahune2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4687); p
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tamabahn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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17,

18.

19.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembara= Negare

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 éentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerinitah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia HNomor
4614,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentar}g
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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24.
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26.

27.

Negara Republik indonesia Nomor 5165
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Baramg Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewdn
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik (ndonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Noxﬁor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara Nomor 84) ;
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30.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN  BUPATI GORONTALO UTARA  TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Gorontalo Utzra {Lembaran Daerak Tabwus 3002 Somer 25
Tambahan Lemtaran Daerah Nomor 172

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor |

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun

2015 Nomor 234);

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 03
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah

Tahun 2017 Nomor 237)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas :

:

27.302.685.285,80
556.177.872.163,00

122.382.982.171.00

Pasal 1
Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Dana Perimbangan Rp.
c¢. Lain-lain pendapatan Rp.
yang sah ’

Jumlah Pendapatan Rp.
Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai Rp.
2) Belanja Subsidi Rp.
4) Belanja Hibah Rp.
5) Belanja Bantuan Sosial Rp.

6) Belanja Bagi Hasil Pajak  Rp.
7) Belanja Bantuan

Keuangan Rp.

705.863.539.619,80

200.579.026.565,00

0,00

47.887.753.777,00

1.608.500.000,00

316.565.780,00
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b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 46.351.816.025,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 166.054.953.905,00
3) Belanja Modal . Rp. 117.311.993.286.00

Rp. 329.718.763.216,00

Total Belanja Rp. 712.114.157.238,00
Surplus/(Defisit) Rp. (6.250.617.618,20)
Pembiayaan :

a. Penerimnaan Rp. 35.908.820.747,60
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 33.908.820.747,60

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenan Rp. 27.658.203.129,40

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati

ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasal 4
 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati

ini.
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Lampiran sebagaimsns desaiecd Ssises pre— ’*ﬁ_  Pame 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Ferstues Supan
ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal |1 Astus2019

WPI GORONTALO UTARA,
N\

D

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 12 Auskr 2019

SEKRETARIS DAERAH, .

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR [7
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019
NOMOR 384
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